KABUPATEN PRINGSEWU
PRGVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR o6 TAHUN 2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
Mengingat I
2.

BUPATI PRINGSEWU,

bhahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat {1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemmerintahann Daerah eebagaimana telah  diuhah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Bupat menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentarg Pertanggungjawaban
Prlaksanasn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
[APBD) kepaca Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD)
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemetriksa Keuangan paling lambat & (enam]
bulan setelah tabun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetuapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dsaerah Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1985 tenlang Pajak
Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 [Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nemor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tammbahaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendeharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lemmbaren Necgarse Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Ilemharan Nepgara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangpung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undeng-Undang Numor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembeusn Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Peimnerintzhen Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesgia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 185, Tambghan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa hali lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20,

21.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrast Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembearan
Negara Republik Indenegia Nomor 5601),

Peraturan Pemenintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepals Daerah dan Wakil Kepala
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028];

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggata DPRD (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4416);

Peraturan Pemerintal» Nomor 23 Tahun 2005 tenlang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tehun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuan 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peratyran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomwor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Noamaor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 635 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lemharan Negara Republik
[ndonesia Nomor 4585);

Peraturan Permrerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengswasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negarsa Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 1635, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesin Nomeor 4593);



22,

23.

24,

23,

26.

27.

28,

29,

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinega Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran HNegara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laperan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Dacrah Kepada Dewant Perwakilen Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelengparaan Pemerintahan
Daerah Xepada Masyamakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagairmana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5351j;

Feraturan Pemerinteh Nomor ©€9 Tahun 2010 tentang
Tataa {Cara Pemberian den Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonessia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintzh Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 MNomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165],

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor J, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272).

Peraturan Pemerintagh Nomor 27 Tahun 2014 itentang
Iengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);




30.

31,

32.

33.

34,

39,

36.

37,

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
tentang PFedoman Pengelolaan  Keunangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Repubilik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosisl
yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berite Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 [Berita Negara Republik Indeonesia Tahun
2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tcntang Poncrapan Standar Akuntansi Pomcerintahan
Berbasis Alaual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Fepublik Indonesia ‘lahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dsersh (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daecrah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
rdan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomeor 450);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2010 Namar O7T);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 [Lembsran Daerah Kabupaten
Pringsewn1 Tahun 2015 Nomor 14};

Peratuyran Daerah Kabupaten Prngsewy Nomer 15 Tahun
2016 tentang PFerubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 15);



39. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEKAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan
BUPATI PRINGSEW1LJ

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAEXKAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGCARAN PENDATATAN DAN DBELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

{1} Pertanggungjawsban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:

Laporan realisasi anpggaran:

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional; dan

Laporan Perubahan Ekuitas.

RO RO TR

2} Laporan Keuangan sebagaimans dimsksud pada avat (1) dilampiri ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
hurnat a, sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.122,575.427.631,56
b. Belanja Rp. 1.043.521.124.267,14

Surplus/ (defisit) {(Rp. 65.790.837.235,58]
¢. Pembiayvaan

- Penerimasn Ep 101.591.366G.351,59

- Pengeluaran Rp. 1.50Q.000.000,00

Surplus/{dcfisit} Rp. 34.300.529.116,01



Pasgal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
scbagai berikut:

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp.102.851.231.907,44) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp.1.225.426,659.539,00

2. Realisasi RKp.1.122.575.4427.631,56
Sclisih lebih /{kurang) Rp. {102.851.231.907 %4

Selisih AnNgRAIan dengan realisasi belanja sebesar

(Rp. 134.465.632.380,45} dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran beclanja setelah perubahan Rp.1.177.986.756.647,59

2. Realisasi Rp.1.188.366.264.867,14
Seligih lebih /(kurang) (Rp. 134.465.632.380,45)

Selisih anggaran dengan realisasi Surplus /[defisit) schesar
Rp.34.253.031 254,01 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan (Rp. 100.043.868.489,59)
2. Realisasi {Rp. 65.790.837.235,58}
Selisih lebih /(kurang) Rp. 34.253.031.254.01

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp.1,00) dengen rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 101.591.366.350,59
2. Realisasi Rp. 101.591.366.351,59
Selisih lebih /{kurung) (Rp.1,00)

Selisith angearan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp.47.497.861,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 1.547.497.861,00
2. Realisasi Rp. 1.500.000.000,00
Selisih lebih /(kurang) (Rp. 47.497.861,00)

Selisih  anggeran dengan realisasi pembiayasn nete  sejumlah
Rp.47.497.862,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayasn neto setelah

Perubahan Rp. 100.043.868.489,59
2. Realigasi Rp. 100.091.366.351,59

Selisih lebih /(kurang) Rp. 47.497.862,00




Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksued dalam Pasal 1 ayat [1) hurif b per 21 Desember
Tahun 2016 sebagai berilkut;

a. Jumlah aset Rp.1.730.093.840.282,16

b. Jumlah kewajiban Rp. 24.994.415.364,50

c. Jumlah ekuitas dana Rp.1.705.009 424 917,16
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016 Rp. 98.885.568.109,52
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 217.299.768.315,44

¢. Arus kas dar aktivitas investasi aset non- Rp. 284.413.064.129,00
keuangan

. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. [1.500.000.000,00}
e. Arus kas dan aktivitas non anggaran Rp. (10.584.422,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 30.515.473.679,52

I'asal 5

Catatan atas laporan keuangan sebagaimaena dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatf atas pos-
pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah imd, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran trdiri atas;

Lampiran [.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organizasi;

Lampiran [.2 : rincian Laporan Realisasi Anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : rekapitulasi realirasi anggaran belanja  daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;



Lampiran 1.4 rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerali dan fungsi delam rangka pengelolaan
keuangan negars;

Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Lampiran I laporan operasional;

Lampiran IV laporan perubahan ekuitas;

Lampiran V neraca:

Lampiran VI laporan arus kas;

Lampiran VII catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII : daftar piutang daerah tahun anggaran 2016;

Lampitan [X : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagib;

Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir;

Lampiran XI daftar penyertaan modal;

Iampiran XII daftar realisasi penambahan dan pengurangan asct
tetap;

Lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampirgn XIV daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV dafiar rekapitulasi axet lainnya,;

Lampiran XVl : daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII ! daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVII  © daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX daftar kegiatan belum selesai akhir tahun;

Lampiran KX ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah;

Lampiran XXI [khtisar Dana Desa;

Pazal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanean APBD aschagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan AFBD.



Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsew.

Ditetapkan di Pringsewn
pada tanggal 24 sustus 2017
BUFATI PRTNGSEWLU,

dto

SUJADE

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 24 pmuctus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN PRINGSEWU,

dto

A, BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR :

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,

@II' KO SURYANTOS.H..S.IP.M.H
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